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Histori Naskah ABSTRACT
The Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a government
Diserahkan: policy aimed at improving students’ nutritional intake; however, its implementation has led
August 8, 2026 to changes in consumption patterns that have implications for the sustainability of school-
canteen Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the
Direvisi: impact of MBG implementation on the income of school-canteen MSMEs and to formulate
August 23, 2026 Jforms of protection for MSMEs from the perspective of Islamic economic law. This study
employs an empirical legal research method using a case approach, a statutory approach,
Diterima: and a conceptual approach. Data were obtained through interviews with school-canteen
August 28, 2026 MSME operators, students, and parents, while legal materials were obtained through an

examination of relevant legislation and literature. The findings indicate that MBG provides
benefits to students, particularly in meeting their nutritional needs and reducing household
expenditures;, however, at the same time, it has altered students’ consumption patterns,
thereby reducing demand for canteen products. From the perspective of maslahah, this
condition indicates the need for a more proportional distribution of the benefits and burdens
of the policy. Therefore, MSME protection in the implementation of MBG can be formulated
in three forms: the integration of MSMEs into the MBG ecosystem through partnerships,
affirmative policies to maintain business opportunities and capacity, and business recovery
measures for affected MSMEs. This formulation is intended to ensure that the objective of
fulfilling students’ nutritional needs remains achievable without neglecting the protection
and economic sustainability of school-canteen MSMEs.
Keywords : MBG Program, school MSMEs, income, benefits

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan
meningkatkan pemenuhan gizi siswa, tetapi implementasinya menimbulkan perubahan pola
konsumsi yang berimplikasi terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) kantin sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi MBG
terhadap pendapatan UMKM kantin sekolah dan merumuskan bentuk perlindungan terhadap
UMKM berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan
konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM kantin, siswa, dan
orang tua siswa, sedangkan bahan hukum diperoleh melalui penelaahan peraturan
perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG
memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan
pengurangan pengeluaran keluarga, tetapi pada saat yang sama menyebabkan perubahan
pola konsumsi siswa yang menurunkan permintaan terhadap produk kantin. Berdasarkan
perspektif maslahah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya distribusi manfaat dan beban
kebijakan yang lebih proporsional. Oleh karena itu, perlindungan UMKM dalam
implementasi MBG dapat dirumuskan melalui tiga bentuk, yaitu integrasi UMKM dalam
ekosistem MBG melalui kemitraan, kebijakan afirmatif untuk mempertahankan kesempatan
dan kapasitas berusaha, dan pemulihan usaha bagi UMKM yang terdampak. Formulasi
tersebut diarahkan agar tujuan pemenuhan gizi siswa tetap tercapai tanpa mengabaikan
perlindungan dan keberlangsungan ekonomi UMKM kantin sekolah.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha yang memiliki peran
penting dalam perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM jumlahnya sangat besar sehingga mampu
menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2024), jumlah
Industri Mikro 4.107.397 dan Kecil 306.046 (B. P. S. Indonesia, 2025). Berdasarkan data
Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta (K.
U. R. Indonesia, 2025). Karakteristik UMKM umumnya ditandai dengan skala usaha yang relatif
kecil, penggunaan teknologi sederhana, proses produksi yang masih tradisional atau manual, modal
yang terbatas, serta jangkauan pemasaran yang tidak seluas usaha besar (Ramadhan et al., 2025).
Dalam konteks produk pangan, UMKM sering memproduksi dan memasarkan produknya secara
langsung kepada konsumen sehingga informasi mengenai proses produksi dan bahan yang
digunakan lebih mudah diketahui oleh masyarakat (Nasution, 2021). Besarnya kontribusi dan
karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dalam modal, teknologi, dan akses pasar
menunjukkan pentingnya dukungan dan perlindungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan
aktivitas usahanya.

Pengembangan dan perlindungan UMKM merupakan bagian dari tanggung jawab negara
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan.
Kebijakan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan sosial tertentu, tetapi juga harus
mampu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai
salah satu penopang perekonomian. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
menumbuhkan iklim usaha melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mencakup
antara lain pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha,
promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (P. P. Indonesia, 2008). Prinsip tersebut diperkuat oleh
Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk
menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik (P. P. Indonesia, 2021).
Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang berpotensi mengubah struktur permintaan,
memengaruhi pendapatan, atau mengurangi daya saing UMKM semestinya disertai dengan langkah
perlindungan dan pemberdayaan yang proporsional. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis
(MBG), orientasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat perlu berjalan beriringan
dengan upaya mempertahankan eksistensi dan daya saing UMKM yang terdampak, sehingga
pencapaian tujuan sosial kebijakan tidak berlangsung dengan mengorbankan keberlangsungan
aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberlakuan suatu kebijakan ekonomi harus
berorientasi pada kemaslahatan. Ini berarti bahwa kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan
kesesuaiannya dengan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut
dalam menghadirkan manfaat sekaligus mencegah timbulnya kerugian (Muzarkosah & Sumpena,
2026). Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi fikih muamalah yang mengatur hubungan ekonomi
antarmanusia dengan menjunjung keadilan, kemanfaatan (manfa‘ah), keseimbangan, dan
pencegahan terhadap kezaliman dan kemudaratan (Zulham & Rokan, 2022). Kebijakan ekonomi,
termasuk kebijakan publik yang memengaruhi aktivitas perdagangan dan pendapatan masyarakat,
semestinya dirancang dengan mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban secara proporsional,
sehingga pencapaian kemaslahatan bagi sebagian masyarakat tidak menimbulkan kemudaratan yang
tidak proporsional bagi pihak lainnya (Hidayat, 2022). Kebijakan ekonomi dalam perspektif hukum
ekonomi syariah harus mampu mewujudkan kemaslahatan secara adil melalui optimalisasi manfaat
dan pencegahan kemudaratan bagi seluruh pihak yang terdampak

Namun, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya dampak
ekonomi terhadap UMKM. Perubahan pola konsumsi siswa dari membeli makanan di kantin
menjadi menerima makanan secara gratis menyebabkan permintaan terhadap produk UMKM
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sekolah menurun. Wawancara dengan pedagang di lingkungan MA Al-Washliyah menunjukkan
penurunan pendapatan sekitar 40% karena siswa tidak lagi membeli makanan berat, sedangkan
pedagang SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi mengalami kerugian harian akibat banyak makanan
yang tidak habis terjual. Sementara itu, pedagang SMP Negeri 5 Kota Tebing Tinggi berharap
adanya keterlibatan mereka sebagai penyedia makanan dalam program MBG agar keberlangsungan
usaha tetap terjaga. Dengan demikian, implementasi MBG telah menghadirkan manfaat bagi siswa,
tetapi pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan keberlangsungan
UMKM sekolah sehingga diperlukan mekanisme kebijakan yang mampu menyelaraskan tujuan
program dengan perlindungan terhadap pelaku usaha yang terdampak.

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah banyak dilakukan.
Pertama, dampak MBG terhadap UMKM dan ekonomi mikro di lingkungan sekolah, yang
menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi siswa setelah implementasi MBG menyebabkan
penurunan pendapatan UMKM jajanan sekolah (Maulidya et al., 2026; Nurasyifah & Sumarsono,
2025; Siagian et al., 2026). Kedua, MBG sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan UMKM, yang dalam sejumlah penelitian dipandang memiliki potensi menciptakan
pasar bagi UMKM pangan serta menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian lokal melalui
keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok (Mursalin et al., 2026; Nurlaili, 2025; Pratiwi, 2025).
Ketiga, MBG dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah, yang antara lain dikaji oleh Nuraini et
al. (2025) melalui perspektif maqasid al-syari‘ah, Rahayu (2026) melalui perspektif fikih muamalah,
serta Rahmah dan Said (2026) melalui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan
UMKM kuliner dalam rantai pasok MBG; penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa MBG
memiliki dimensi kemaslahatan, khususnya dalam hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal, serta
dapat diarahkan untuk memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok (Nuraini et al., 2025;
Rahayu, 2026). Keempat, penelitian yang mengevaluasi probram MBG dengan fokus penguatan
regulasi dan tata kelola (Hasiah, 2026; Kharuddin & Zulham, 2026; Rahman et al., 2025). Namun,
kajian yang secara khusus menganalisis penurunan pendapatan UMKM kantin sekolah akibat
perubahan pola konsumsi setelah MBG, kemudian mengaitkannya dengan kewajiban perlindungan
pelaku UMKM di lingkungan sekolah dan menilainya berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan,
distribusi manfaat, dan beban masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap hasil pendapatan pelaku
UMKM sekolah akibat program MBG dari perspektif manfa ‘ah (kemanfaatan) dalam hukum Islam.
Perspektif manfa ‘ah digunakan sebagai landasan etik dan filosofis untuk mengevaluasi dampak
program MBG secara komprehensif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat
yang diperoleh siswa dan potensi kerugian yang dialami oleh UMKM sekolah. Penelitian ini
berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi program MBG memengaruhi pendapatan
UMKM sekolah dan bagaimana prinsip manfa ‘ah dapat digunakan untuk merumuskan perlindungan
pelaku UMKM sekolah yang adil dan berkelanjutan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,
yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan gizi siswa dan perlindungan terhadap UMKM
sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji implementasi Program
MBG dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM kantin sekolah serta bentuk
perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan
kasus (case approach) untuk mengkaji kondisi empiris pelaku UMKM kantin sekolah setelah
implementasi MBG dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis
ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM, khususnya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pendekatan konseptual
(conceptual approach) digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep maslahah dan
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perlindungan UMKM sebagai kerangka analisis dalam menilai dampak implementasi Program
MBG terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM kantin sekolah. Data empiris diperoleh
melalui wawancara langsung pada 23 April 2026 dengan pelaku usaha kantin sekolah, siswa, dan
orang tua siswa pada lokasi penelitian. Informasi yang digali meliputi perubahan pola konsumsi
siswa setelah implementasi MBG, perubahan jumlah pembeli, perubahan pendapatan atau omzet,
kondisi penjualan makanan yang tidak habis terjual, dan pandangan pelaku usaha terhadap bentuk
perlindungan atau keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan MBG.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan
data empiris menjadi sumber utama untuk menggambarkan kondisi lapangan. Bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dan kebijakan MBG,
sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu
yang relevan. Data dan bahan hukum dikumpulkan melalui wawancara lapangan dan studi dokumen
atau kepustakaan untuk memperoleh informasi empiris sekaligus landasan normatif yang diperlukan
dalam menjawab permasalahan penelitian. Data hasil wawancara kemudian direduksi,
dikelompokkan, dan disajikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan dampak MBG
terhadap UMKM dan kebutuhan perlindungan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif-
deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan perlindungan UMKM serta
perspektif maslahah dalam hukum ekonomi syariah. Analisis tersebut digunakan untuk menilai
kesesuaian antara realitas implementasi MBG, kewajiban perlindungan UMKM, dan prinsip
kemaslahatan dalam menentukan bentuk perlindungan yang relevan bagi pelaku UMKM kantin
sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Program MBG dan Implikasinya terhadap Ekosistem Ekonomi Sekolah

Program MBG merupakan upaya negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
sejak dini. Secara normatif, pelaksanaan MBG diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun
2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Indonesia, 2025). MBG
dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat,
aktif, dan siap belajar. Program ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam
pembangunan manusia, karena gizi yang baik berpengaruh pada perkembangan fisik dan kecerdasan
anak (Hasibuan & Dalimunte, n.d.).Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan status gizi
siswa serta mendukung proses belajar mereka. Dengan adanya MBG, diharapkan masalah seperti
kekurangan gizi, stunting, dan rendahnya konsentrasi belajar dapat dikurangi. Selain itu, program ini
juga bertujuan meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah karena kondisi fisik yang lebih
baik akan mendukung kemampuan belajar mereka (Agustini, 2025).

Sebelum adanya MBG, siswa biasanya membeli makanan di kantin sekolah atau dari
pedagang sekitar. Namun setelah program ini berjalan, pola konsumsi siswa mulai berubah dari
membeli makanan sendiri menjadi menerima makanan yang sudah disediakan oleh sekolah. Hal ini
menyebabkan siswa lebih bergantung pada makanan yang diberikan program, sekaligus mengurangi
kebiasaan jajan. Di sisi lain, program ini juga membantu mengarahkan siswa pada pola makan
yang lebih sehat dan terkontrol dibandingkan sebelumnya yang cenderung bebas memilih makanan
(Fitradtya Priyono dkk., t.t.). Selain itu, MBG membantu mengurangi beban pengeluaran orang tua,
meskipun perputaran uang di lingkungan sekolah menjadi berkurang. Program ini juga mendorong
perubahan struktur ekonomi sekolah dari sistem kantin tradisional menuju penyediaan makanan
terpusat seperti catering atau dapur umum yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Artinya,
dampaknya bisa dua arah:

a) Negatif, seperti penurunan pendapatan pedagang sekolah.
b) Positif, seperti peluang kemitraan jika UMKM dilibatkan dalam rantai distribusi makanan
(Mowilos dkk., 2025).
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B. Eksistensi dan Peran UMKM Sekolah dalam Pemenuhan Kebutuhan Siswa

UMKM di lingkungan sekolah umumnya berbentuk kantin sekolah dan pedagang kecil di
sekitar area sekolah. Ciri utama UMKM ini adalah skala usaha yang kecil, modal terbatas, dan
pengelolaan yang sederhana, biasanya dilakukan oleh individu atau keluarga. Produk yang dijual
pun menyesuaikan kebutuhan siswa, seperti makanan ringan, minuman, dan makanan siap saji
dengan harga terjangkau. Selain itu, UMKM sekolah sangat fleksibel, baik dari segi jenis barang
dagangan maupun jam operasional yang mengikuti waktu sekolah (Tambunan, 2012).

UMKM sekolah umumnya berskala kecil dengan modal terbatas dan dikelola secara
sederhana oleh individu atau keluarga. Produk yang dijual berupa makanan dan minuman yang
sesuai dengan kebutuhan siswa dengan harga terjangkau. Aktivitas usaha sangat bergantung pada
jam sekolah, terutama saat istirahat, sehingga siswa menjadi konsumen utama mereka. Selain itu,
UMKM sekolah juga bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan jenis dagangan dengan selera
maupun tren di kalangan siswa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, UMKM sebagaimana telah diubah melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
memiliki karakteristik usaha produktif milik perorangan atau badan usaha kecil yang berdiri sendiri,
dengan keterbatasan modal dan cakupan usaha, namun memiliki peran penting dalam perekonomian
masyarakat.

UMKM sekolah sangat bergantung pada siswa sebagai konsumen utama. Pendapatan mereka
sebagian besar berasal dari aktivitas jual beli saat jam istirahat atau sebelum dan sesudah jam
pelajaran. Artinya, jika jumlah pembeli dari kalangan siswa menurun, maka pendapatan UMKM juga
akan langsung terdampak.

Setiap hari, waktu paling ramai bagi UMKM adalah saat jam istirahat, di mana siswa membeli
makanan dan minuman. Dalam kondisi normal, semakin banyak siswa yang membeli, maka semakin
besar pula pendapatan yang diperoleh pedagang. Sebaliknya, jika jumlah pembeli menurun, maka
pendapatan juga langsung menurun. UMKM sekolah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi
juga fungsi sosial.

a. Fungsi Ekonomi
UMKM menjadi sumber penghasilan bagi pedagang kecil dan keluarganya. Selain itu,
keberadaan mereka juga membantu memenuhi kebutuhan konsumsi siswa dengan harga yang
relatif terjangkau. Dalam konteks yang lebih luas, UMKM berperan dalam menggerakkan
ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

b. Fungsi Sosial
UMKM sekolah juga berperan sebagai bagian dari interaksi sosial di lingkungan sekolah.
Kantin, misalnya, menjadi tempat siswa berkumpul, berinteraksi, dan membangun hubungan
sosial. Selain itu, UMKM seringkali menjadi sarana pendidikan tidak langsung bagi siswa,
seperti belajar tentang transaksi jual beli, kejujuran, dan kemandirian (Zakiyah, 2022).

Keberadaan UMKM sekolah tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pendidikan. Setiap hari,
siswa membutuhkan makanan dan minuman selama berada di sekolah, dan kebutuhan ini dipenuhi
oleh kantin atau pedagang kecil. Hal ini membuat UMKM menjadi bagian dari sistem pendukung
kegiatan belajar mengajar. Eksistensi UMKM sekolah sangat bergantung pada keberadaan siswa dan
aktivitas sekolah. Jika sekolah aktif (tatap muka berjalan normal), maka UMKM akan berkembang
karena banyak pembeli. Sebaliknya, jika aktivitas sekolah terganggu, maka keberadaan UMKM juga
ikut terdampak.

Lebih dari itu, keberadaan UMKM juga memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam
memahami kegiatan ekonomi, seperti proses jual beli dan nilai kejujuran. Dengan demikian,
eksistensi UMKM tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mendukung proses
pembelajaran sosial di lingkungan sekolah. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia, UMKM memiliki peran strategis tidak hanya dalam pertumbuhan
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ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan memperkuat struktur sosial
masyarakat.

C. Dampak Program MBG terhadap Pendapatan UMKM Sekolah

Program MBG membawa perubahan besar di lingkungan sekolah, terutama terhadap UMKM
seperti kantin dan pedagang kecil. Salah satu dampak utama adalah penurunan permintaan terhadap
produk UMKM sekolah. Sebelum adanya program ini, siswa menjadi pembeli utama makanan di
kantin. Namun setelah MBG berjalan, siswa tidak lagi membeli makanan karena sudah
mendapatkannya secara gratis dari sekolah. Dalam teori ekonomi mikro dijelaskan bahwa ketika
kebutuhan konsumen telah dipenuhi oleh pihak lain, maka permintaan terhadap produk sejenis akan
menurun (Mbakpuo, n.d.).

Pada tahun 2026, di beberapa sekolah mulai menerapkan Program Makan Bergizi Gratis
(MBG). Sebelum program tersebut berjalan, kantin sekolah dikelola oleh tiga pelaku usaha kantin
lokal yang telah berjualan selama bertahun-tahun, yaitu pada sekolah MA Al-Washliyah, SMA N 2
Kota Tebing Tinggi, dan SMP N 5 Kota Tebing Tinggi. Mereka menjual nasi, mie, gorengan,
minuman, dan makanan ringan yang menjadi pilihan utama siswa saat jam istirahat. Setelah Program
MBG dilaksanakan, seluruh siswa menerima makan siang gratis setiap hari. Akibatnya, sebagian
besar siswa tidak lagi membeli makanan berat di kantin. Omzet pedagang kantin mengalami
penurunan sekitar 30-50%.

Dampak berikutnya adalah potensi kehilangan pendapatan bagi pelaku UMKM sekolah.
Penurunan jumlah pembeli secara langsung menyebabkan omzet pedagang menurun. UMKM yang
umumnya memiliki modal kecil dan bergantung pada pendapatan harian menjadi kelompok yang
paling rentan terhadap perubahan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No 6 tahun 2023
tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa UMKM memiliki keterbatasan modal dan daya tahan
usaha, sehingga mudah terdampak oleh perubahan pasar.

Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi, maka muncul risiko tersingkirnya UMKM
sekolah. Pedagang kecil yang tidak mampu bertahan akibat penurunan pendapatan bisa berhenti
berusaha. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi
nasional yang perlu dilindungi dan diberdayakan.

Siswa pada umumnya menyukai program MBG karena dapat memperoleh makanan gratis,
meskipun beberapa di antaranya masih membeli jajanan di kantin karena selera makanan yang
berbeda. Sementara itu, para pedagang UMKM mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak
program MBG diterapkan dan berharap adanya solusi dari pihak sekolah, seperti penyesuaian waktu
pembagian makanan agar siswa tetap memiliki kesempatan membeli dagangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 April 2026, sebagian besar orang tua
mendukung Program MBG karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, mengurangi
pengeluaran uang jajan, serta meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, terdapat pula orang
tua yang memberikan kritik terhadap implementasinya, bukan karena menolak tujuan program,
melainkan karena melihat dampak negatif terhadap program tersebut seperti peristiwa yang sudah
terjadi salah satunya yaitu beberapa siswa mengalami keracunan makanan dari MBG dan masih
adanya kendala pada variasi menu makanan. Karena tidak semua siswa suka terhadap makanan yang
ada pada program MBG dan terkadang beberapa siswa membuangnya jika tidak sesuai dengan selera
mereka.
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Tabel 1 Hasil Wawancara dengan siswa, pedagang, guru, dan orang tua siswa

Informan

Hasil Wawancara

Kesimpulan

Siswa MA Al-
Washliyah Kota
Tebing Tinggi

MBG dirasakan memberikan
kemudahan karena siswa tidak perlu
membawa uang jajan setiap hari.

MBG berkontribusi
terhadap pengurangan
pengeluaran siswa.

Siswa SMAN 2
Kota Tebing
Tinggi

Siswa masih membeli jajanan di
kantin karena menu MBG terkadang
tidak sesuai dengan selera.

Kantin masih memiliki
peluang mempertahankan
konsumen.

Siswa SMPN 5
Kota Tebing
Tinggi

Menu MBG dinilai cukup
mengenyangkan sehingga siswa jarang
membeli makanan berat di kantin.

Terjadi penurunan
pembelian makanan berat
di kantin.

Pedagang MA
Al-Washliyah
Kota Tebing

Pendapatan menurun sekitar 40%
sejak implementasi MBG karena siswa
tidak lagi membeli makanan berat.

Terjadi penurunan omzet
yang berkaitan dengan
perubahan pola konsumsi

Tebing Tinggi

mengalami kerugian setiap hari.

Tinggi siswa.
Pedagang Sebagian makanan yang dijual tidak Implementasi MBG
SMAN 2 Kota habis terjual sehingga pedagang meningkatkan risiko

kerugian usaha.

Pedagang SMPN
5 Kota Tebing
Tinggi

Pedagang berharap dapat dilibatkan
sebagai penyedia makanan MBG agar
keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Terdapat kebutuhan
kemitraan UMKM dalam
pelaksanaan MBG.

Orang Tua (Fa)

MBG dinilai membantu memenuhi
kebutuhan gizi anak dan mengurangi
pengeluaran untuk uang jajan.

MBG memberikan manfaat
ekonomi bagi keluarga.

Orang Tua (An)

Program didukung, tetapi kualitas dan
variasi menu diharapkan terus
ditingkatkan.

Diperlukan evaluasi
terhadap kualitas dan
variasi menu MBG.

Orang Tua (El)

Terdapat kekhawatiran terhadap
keamanan pangan karena pernah
terjadi kasus keracunan serta adanya
ketidaksesuaian menu dengan selera
anak.

Pengawasan keamanan
pangan dan variasi menu
perlu diperkuat.

D. Perlindungan UMKM Sekolah dalam Perspektif Maslahah Manfa‘ah

Maslahah merupakan kemaslahatan yang diwujudkan melalui manfaat nyata (jalb al-
manfa ‘ah) dan pencegahan kemudaratan (dar al-mafsadah) sesuai dengan tujuan syariat (magasid
al-syari’ah) (Yanti, 2022). Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menilai apakah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi siswa,
tetapi juga tetap melindungi pendapatan UMKM di lingkungan sekolah. Dengan demikian,
pelaksanaan program diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan yang adil bagi seluruh pihak,
baik penerima manfaat maupun pelaku usaha kecil yang terdampak.

Manfa ‘ah diartikan sebagai manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari suatu benda atau
jasa tanpa harus memiliki bendanya. Dalam figh muamalah, yang menjadi objek dalam suatu akad
tidak selalu berupa barang (‘ain), tetapi bisa juga berupa manfaat yang dihasilkan dari barang
tersebut. Oleh karena itu, manfaat dipandang sebagai sesuatu yang bernilai (mal) selama dapat
dimanfaatkan secara nyata, tidak bertentangan dengan syariat, dan jelas bentuk serta waktunya
(Suhendi, 2019).

Suatu aktivitas atau kebijakan dianggap baik apabila memberikan manfaat yang nyata bagi
manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, dalam menilai suatu
praktik ekonomi atau kebijakan publik, Islam tidak hanya melihat keuntungan materi, tetapi juga
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mempertimbangkan apakah manfaat tersebut adil dan merata. Dengan demikian, manfa ‘ah tidak

hanya berperan dalam transaksi individu, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai keadilan sosial

dalam kehidupan ekonomi.

Secara perspektif manfa‘ah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari
tercapainya tujuan utama kebijakan tersebut, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat
dirasakan secara adil oleh seluruh pihak yang terdampak. Program MBG secara nyata memberikan
manfaat kepada siswa melalui pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan konsentrasi belajar, serta
pengurangan pengeluaran orang tua. Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga
jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'agl). Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan
bahwa implementasi program ini juga berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM sekolah
akibat berkurangnya aktivitas pembelian siswa di kantin. Kondisi ini menunjukkan bahwa mantfaat
yang dihasilkan belum terdistribusi secara merata karena terdapat kelompok tertentu yang harus
menanggung konsekuensi ekonomi dari pelaksanaan program tersebut.

Syarat manfa ‘ah yang sah dalam hukum Islam adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar
suatu manfaat dapat dijadikan objek dalam transaksi (seperti ijarah atau sewa-menyewa). Secara
sederhana, tidak semua manfaat boleh diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar sesuai
dengan syariat.

a) Pertama, manfa ‘ah harus halal, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam

b) Kedua, manfaat tersebut harus jelas dan diketahui, baik jenisnya, bentuknya, maupun jangka
waktunya

c) Ketiga, manfa ‘ah harus dapat diserahkan atau direalisasikan, artinya manfaat itu benar-benar
bisa digunakan oleh pihak yang berakad

d) Keempat, manfaat tersebut harus memiliki nilai atau kegunaan nyata, baik secara ekonomi
maupun secara sosial

e) Kelima, manfa‘ah juga harus tidak menimbulkan kerugian atau mudarat bagi pihak lain
(Setiawan et al., n.d.).

Prinsip manfa‘ah pada dasarnya menekankan bahwa setiap aktivitas atau transaksi harus
memberikan manfaat yang nyata, halal, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar
penting dalam figh muamalah karena Islam tidak hanya melihat keuntungan materi, tetapi juga
mempertimbangkan nilai kemaslahatan bagi manusia.

a) Pertama, prinsip manfa ‘ah menuntut adanya kemaslahatan (maslahah), yaitu manfaat yang
membawa kebaikan bagi individu maupun Masyarakat

b) Kedua, manfaat tersebut harus halal, sehingga tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam

c) Ketiga, prinsip manfa ‘ah mengandung unsur keadilan (‘adl), yaitu manfaat harus dirasakan
secara seimbang dan tidak boleh merugikan salah satu pihak

d) Keempat, harus ada kejelasan (tidak mengandung gharar)

e) Kelima, prinsip manfa‘ah juga berkaitan dengan tidak adanya mudarat (bahaya). Artinya,
manfaat yang diambil tidak boleh menimbulkan kerugian atau dampak negatif, baik secara
ekonomi maupun sosial

Konsep manfa ‘ah tidak dapat dipisahkan dari maslahah, yaitu segala bentuk kemanfaatan
yang diakui syariat dan bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan (magqashid al-shariah):
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan publik harus diuji
berdasarkan sejauh mana ia menjaga dan tidak merusak lima aspek tersebut.

Pandangan Abu Ishaq Al-Syatibi dalam A/-Muwafaqat menegaskan bahwa kemaslahatan
yang sah adalah kemaslahatan yang bersifat menyeluruh (kulliyah), bukan parsial atau hanya
menguntungkan kelompok tertentu. Artinya, suatu kebijakan tidak dapat dikatakan sesuai dengan
prinsip manfa‘ah apabila hanya memberikan manfaat kepada satu pihak tetapi secara nyata
merugikan pihak lain (Mawardi & Djalaluddin, 2023). Dalam kaidah fikih yang bersumber dari hadis
Nabi:

la dharar wa la dhirar () »=¥s ) »=Y)
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Artinya: “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling merugikan”

Prinsip ini bukan sekadar larangan individual, tetapi juga berlaku dalam kebijakan publik
yang menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan demikian,
negara berkewajiban memastikan bahwa intervensi kebijakan tidak menciptakan kerugian struktural
bagi kelompok tertentu, termasuk UMKM sekolah (Aulia et al., n.d.).

Secara normatif, Program MBG memiliki legitimasi kuat dalam perspektif maslahah, karena
bertujuan menjaga aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa/kesehatan) dan hifz al-‘agl (perlindungan
akal melalui peningkatan konsentrasi belajar). Dalam hal ini, negara menjalankan fungsi maslahah
mursalah, yaitu kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan
tujuan syariat.

Namun, analisis tidak boleh berhenti pada tujuan normatif. Dalam realitasnya, program ini
justru menimbulkan externality negatif terhadap UMKM sekolah. Penurunan daya beli siswa
menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap produk UMKM, yang secara langsung
menurunkan pendapatan mereka.

Di sinilah letak problem utamanya:
a) MBG menghasilkan manfaat langsung bagi siswa,
b) tetapi sekaligus menciptakan kerugian ekonomi bagi UMKM.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat (imbalanced maslahah).
Jika kemaslahatan hanya dinikmati oleh satu kelompok (siswa), sementara kelompok lain (UMKM)
menanggung beban kerugian, maka kebijakan tersebut belum memenuhi prinsip keadilan distributif
dalam Islam.

Lebih jauh, UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja klaster UMKM menegaskan bahwa
UMKM merupakan kelompok ekonomi yang lemah dan perlu dilindungi. Oleh karena itu,
mengabaikan dampak terhadap UMKM dalam implementasi MBG dapat dikategorikan sebagai
bentuk kelalaian negara dalam menjalankan prinsip perlindungan ekonomi (P. P. Indonesia, 2023).
Pada ushul fikih terdapat kaidah:
dar’ al-mafasid mugaddam ‘ala jalb al-masalih
(mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan)(Muhammad Idris
Sarumpaet & Dhiauddin Tanjung, 2024).

Kaidah ini memberikan arah analisis yang sangat penting. Meskipun MBG menghadirkan
manfaat, tetapi jika dalam praktiknya menimbulkan kerusakan ekonomi bagi UMKM, maka
kerusakan tersebut harus dihindari terlebih dahulu. Artinya, kebijakan tidak cukup dinilai dari niat
baik atau manfaat mayoritas, tetapi juga dari dampak riil yang ditimbulkannya. Dengan demikian,
terdapat tiga kemungkinan penilaian:

a) Jika manfaat lebih besar dari mudarat dan tidak merugikan signifikan maka sesuai dengan
manfa ‘ah.

b) Jika manfaat besar tetapi ada pihak yang dirugikan serius maka perlu koreksi kebijakan.

¢) Jika mudarat lebih dominan maka bertentangan dengan prinsip syariat.

Pada kondisi yang terjadi, cenderung berada pada poin kedua: manfaat besar bagi siswa, tetapi
terdapat kerugian nyata bagi UMKM. Oleh karena itu, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi
prinsip manfa ‘ah secara komprehensif (maslahah kamilah). Solusi dalam perspektif hukum Islam
bukanlah menolak program, tetapi merekonstruksi kebijakan agar inklusif, misalnya:

1) Memberikan akses kemitraan produksi dan distribusi.
2) Menjamin keberlangsungan pendapatan pedagang kecil.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum), yaitu
kemanfaatan yang dirasakan bersama tanpa menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan.

E. Upaya Perlindungan Pendapatan UMKM Sekolah dalam Implementasi Program MBG
Kajian mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap UMKM kantin
sekolah telah menjadi fokus penelitian sebelum munculnya wacana pelibatan kantin sekolah dalam
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pelaksanaan program tersebut. Wacana tersebut kemudian memperoleh perhatian publik melalui
pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pemberitaan pada bulan Juni 2026 yang
menyebutkan bahwa usulan pelibatan kantin sekolah dalam program MBG masih dalam tahap kajian
oleh Badan Gizi Nasional (BGN) (Mulyana, 2026; Prasetya, 2026). Secara kronologis, munculnya
wacana tersebut terjadi setelah fokus penelitian ditetapkan, sehingga penelitian ini tidak disusun
sebagai respons terhadap pernyataan atau kebijakan mengenai pelibatan kantin sekolah dalam MBG,
melainkan berangkat dari persoalan empiris mengenai dampak implementasi MBG terhadap
keberlangsungan UMKM kantin sekolah. Dengan demikian, perkembangan wacana kebijakan
tersebut justru memberikan konteks aktual yang semakin memperkuat relevansi penelitian mengenai
perlindungan UMKM dalam pelaksanaan MBG.

Dalam implementasi MBG, perubahan pola konsumsi siswa berpotensi memengaruhi
aktivitas penjualan UMKM yang berada di kantin sekolah. Kondisi tersebut dapat berdampak
terhadap pendapatan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini memperoleh
penghasilan dari penjualan makanan dan minuman kepada siswa. Oleh karena itu, perlindungan
pendapatan dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya untuk menjaga agar pelaku UMKM tetap
memiliki kesempatan memperoleh penghasilan dan menjalankan kegiatan usahanya meskipun
terjadi perubahan pola konsumsi akibat pelaksanaan program MBG.

Upaya perlindungan hasil pendapatan UMKM yang ada di sekolah dalam implementasi
program MBG dapat dilakukan melalui integrasi langsung UMKM ke dalam sistem distribusi
program, sehingga mereka tetap memiliki peran sebagai penyedia makanan atau pengelola kantin.
Dengan cara ini, UMKM tidak kehilangan sumber pendapatan, tetapi justru memperoleh peluang
ekonomi baru. Dalam perspektif manfa ‘ah, kebijakan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam
yang menekankan terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak. Menurut Hendi Suhendi dalam Figh
Muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian
bagi pihak lain. Oleh karena itu, implementasi MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada
pemenuhan gizi siswa, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pelaku UMKM di
lingkungan sekolah.

Selain itu, perlindungan dapat diperkuat melalui skema kemitraan antara sekolah,
pemerintah, dan UMKM, seperti kerja sama dalam penyediaan bahan makanan, pengolahan,
maupun distribusi. Dalam hukum Islam, kerja sama ini termasuk dalam konsep syirkah yang
dibolehkan selama mengandung prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Abdul Rahman
Ghazaly menjelaskan bahwa akad kerja sama dalam muamalah bertujuan untuk menciptakan
keuntungan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.(Ghazaly, 2010)

D1 sisi lain, apabila implementasi program MBG menyebabkan penurunan pendapatan
UMKM, maka diperlukan kebijakan subsidi atau kompensasi, baik dalam bentuk bantuan modal,
dukungan operasional, maupun insentif ekonomi lainnya. Hal ini penting untuk menjaga
keseimbangan manfaat agar tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung
jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk MBG, tidak merugikan pelaku usaha
kecil yang bergantung pada lingkungan sekolah.

Program MBG sebenarnya bisa menjadi pemicu perputaran ekonomi baru jika dikelola
dengan baik. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk MBG, uang tersebut masuk ke
masyarakat atau siswa sebagai fresh money atau dana baru yang sebelumnya tidak beredar di
lingkungan sekolah. Jika pelaksanaan program ini mengalokasikan sebagai fresh money atau
dana baru kepada siswa maka, pastinya siswa akan menggunakan dana itu untuk membeli dan
berjajan di UMKM sekolah. Dampaknya, sektor riil di lingkungan sekolah menjadi lebih hidup
karena ada aktivitas jual beli dan konsumsi yang terus berjalan. UMKM tidak hanya bertahan, tetapi
juga bisa berkembang karena memiliki pasar yang lebih pasti. Ketika usaha kecil tumbubh,
pendapatan masyarakat meningkat, daya beli ikut naik, dan pada akhirnya berkontribusi pada
peningkatan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun perputaran ekonomi secara keseluruhan.
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Perspektif manfa ‘ah (kemanfaatan) dalam hukum Islam, program MBG dapat dinilai dari
sejauh mana ia memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya tanpa
menimbulkan mudarat. Ketika MBG menghadirkan fresh money yang mengalir ke lingkungan
sekolah dan melibatkan UMKM sebagai penyedia makanan, maka hal ini mencerminkan prinsip
manfa ‘ah karena memberikan keuntungan ekonomi langsung kepada pelaku usaha kecil. UMKM
tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga keberlangsungan usaha yang lebih stabil, sehingga
sektor riil menjadi hidup dan aktif.

Manfa‘ah juga menuntut keseimbangan, namun dalam praktiknya program MBG justru
mematikan usaha kantin atau pedagang kecil karena tidak dilibatkan, maka kemanfaatannya menjadi
tidak sempurna, bahkan bisa menimbulkan mudarat bagi sebagian pihak. Artinya, program MBG
akan benar-benar sesuai dengan konsep manfa ‘ah apabila mampu memberikan manfaat yang merata
tidak hanya bagi siswa sebagai penerima makanan, tetapi juga bagi UMKM sebagai pelaku ekonomi.

Berdasarkan kajian ini, dapat dirumuskan bentuk perlindungan UMKM yang terdampak
implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui tiga pendekatan yang saling
melengkapi, yaitu integrasi UMKM dalam ekosistem MBG, kebijakan afirmatif untuk
mempertahankan kesempatan berusaha, dan pemulihan usaha bagi UMKM yang mengalami dampak
ekonomi. Pertama, integrasi UMKM dalam ekosistem MBG dapat dilakukan melalui skema
kemitraan dengan melibatkan pelaku UMKM kantin sebagai penyedia bahan pangan, makanan, atau
bagian dari rantai pasok program sepanjang memenuhi standar keamanan pangan, gizi, kebersihan,
dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Formulasi tersebut memiliki landasan pada Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menempatkan kemitraan dan kesempatan berusaha sebagai
bagian dari upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha. Dengan
demikian, UMKM tidak ditempatkan sebagai pihak yang kehilangan pasar akibat perubahan pola
konsumsi siswa, tetapi diberi ruang untuk bertransformasi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi
yang terbentuk melalui MBG. Dari perspektif maslahah, integrasi tersebut memungkinkan manfaat
pemenuhan kebutuhan gizi siswa berjalan bersamaan dengan pemeliharaan keberlangsungan
ekonomi UMKM, sehingga manfaat kebijakan dapat didistribusikan secara lebih proporsional.

Kedua, bagi UMKM yang belum dapat dilibatkan secara langsung dalam rantai pasok MBG,
diperlukan kebijakan afirmatif untuk mempertahankan kesempatan dan kapasitas berusaha.
Kebijakan ini dapat berupa penataan ruang dan waktu berjualan, fasilitasi diversifikasi produk yang
tidak beririsan dengan menu MBG, pelatthan keamanan pangan dan pengelolaan usaha,
pendampingan pemasaran, serta penguatan kapasitas UMKM untuk menyesuaikan produk dengan
perubahan pola konsumsi siswa. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 yang memasukkan kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan sebagai
bagian dari penumbuhan iklim usaha serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
mengenai pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM. Perlindungan dalam bentuk afirmasi
penting karena kewajiban negara tidak semata-mata bersifat represif setelah kerugian terjadi, tetapi
juga preventif melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan UMKM mempertahankan aktivitas
ekonominya. Dalam perspektif maslahah, kebijakan afirmatif berfungsi mencegah kemudaratan
yang lebih besar dengan mempertahankan kemampuan UMKM untuk beradaptasi, sekaligus tidak
mengurangi tujuan utama MBG dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi siswa.

Ketiga, terhadap UMKM yang telah mengalami penurunan pendapatan secara signifikan
sebagai konsekuensi perubahan pola konsumsi setelah implementasi MBG, diperlukan mekanisme
pemulihan dan perlindungan daya saing usaha. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan aktif memberikan
perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di
pasar domestik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan evaluasi
terhadap UMKM yang terdampak sebagai dasar menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan
tingkat dampak dan kewenangan pemerintah, seperti fasilitasi akses permodalan, pendampingan
pengembangan usaha, penguatan pemasaran, atau bentuk dukungan pemulihan lainnya yang sesuai
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dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai
pemberian kompensasi atas setiap penurunan pendapatan, melainkan sebagai bentuk intervensi
untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing UMKM. Formulasi ini sejalan dengan prinsip
maslahah yang menuntut optimalisasi manfaat dan pencegahan kemudaratan, sehingga keberhasilan
MBG tidak hanya diukur dari tercapainya manfaat gizi bagi siswa, tetapi juga dari kemampuannya
menghindari beban ekonomi yang tidak proporsional terhadap pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pengurangan beban
pengeluaran orang tua. Namun, pada sisi lain, perubahan pola konsumsi siswa setelah memperoleh
makanan melalui program tersebut berdampak terhadap keberlangsungan UMKM kantin sekolah.
Berkurangnya pembelian makanan di kantin menyebabkan penurunan pendapatan dan munculnya
risiko kerugian bagi sebagian pelaku usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi
MBG tidak hanya menghasilkan konsekuensi sosial yang positif, tetapi juga menimbulkan dampak
ekonomi terhadap UMKM yang perlu memperoleh perhatian dalam desain dan pelaksanaan
kebijakan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan
MBG belum sepenuhnya terdistribusi secara proporsional kepada seluruh pihak yang terdampak.
Prinsip manfa‘ah/maslahah menuntut agar kebijakan menghadirkan manfaat sekaligus mencegah
kemudaratan, dengan memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi manfaat dan
beban. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup dinilai berdasarkan manfaatnya bagi siswa,
tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi UMKM
sekolah. Dalam konteks hukum positif, kewajiban negara untuk menciptakan iklim usaha dan
memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat
kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme perlindungan bagi UMKM yang terdampak
implementasi MBG.

Perlindungan UMKM dalam pelaksanaan MBG dapat dirumuskan melalui tiga bentuk yang
saling melengkapi, yaitu integrasi, afirmasi, dan pemulihan. Integrasi dilakukan dengan membuka
ruang kemitraan dan keterlibatan UMKM dalam ekosistem atau rantai pasok MBG; afirmasi
dilakukan dengan mempertahankan kesempatan berusaha dan meningkatkan kapasitas UMKM yang
tidak terlibat langsung dalam rantai pasok program; sedangkan pemulihan diarahkan kepada UMKM
yang mengalami dampak ekonomi signifikan melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan
usaha dan kewenangan pemerintah. Formulasi tersebut memungkinkan tujuan pemenuhan gizi
melalui MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan UMKM, sehingga kebijakan dapat
diarahkan pada terciptanya kemaslahatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian dilakukan pada lingkup
UMKM kantin sekolah dengan lokasi penelitian yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat
menggambarkan kondisi seluruh UMKM sekolah yang terdampak Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) di berbagai daerah. Kedua, data mengenai perubahan pendapatan UMKM diperoleh dari
hasil wawancara dan belum didukung oleh data keuangan atau pencatatan omzet sebelum dan setelah
implementasi MBG. Ketiga, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif manfa‘ah dalam
hukum Islam, sehingga belum membahas secara mendalam aspek ekonomi, kebijakan publik, dan
efektivitas regulasi pelaksanaan MBG. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas wilayah
dan jumlah informan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak
MBG terhadap keberlangsungan UMKM sekolah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan
pendekatan kuantitatif atau mixed method dengan membandingkan data pendapatan UMKM
sebelum dan sesudah penerapan MBG sehingga perubahan ekonomi dapat diukur secara lebih
objektif.
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